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dan Toleransi Guru 

di Sekolah
Temuan Survei menunjukkan bahwa guru di 

Indonesia mulai dari tingkat TK hingga 
SMA/SMK memiliki opini intoleran dan opini 
radikal yang tinggi.

Sebanyak 55,1% guru memiliki opini yang 
intoleran. Sedangkan intensi-aksi intoleran 
mereka mencapai 36,4%. Intoleransi dilihat dari 
dua dimensi, yaitu kemauan menerima perbe-
daan dan mengakui hak kelompok-kelompok 
yang berbeda di dalam internal umat Islam dan 
antar umat beragama. Sebagian besar guru 

tidak setuju jika non-Muslim mendirikan rumah 
ibadah dan sekolah berbasis agama di lingkun-
gan mereka tinggal (±55%). Selain itu, penola-
kan mereka terhadap hak-hak minoritas keag-
amaan di dalam Islam, seperti Syiah dan 
Ahmadiah, juga cukup tinggi.

Kemudian, sebanyak 46,4% guru memiliki 
pandangan keagamaan yang radikal. Tidak jauh 
berbeda dengan opini, intensi-aksi mereka juga 
cenderung radikal, yaitu mencapai 41,4%. 
Radikalisme guru dilihat dari sikap dan intensi 
mereka terhadap pendirian negara Islam dan 
persoalan penerapan syariat Islam. Sebanyak 
23,73% guru menyatakan ingin bergabung 
dengan kelompok yang sedang berjihad untuk 
mendirikan negara Islam, baik di dalam maupun 
di luar negeri. 

Jika diperhatikan, walaupun opini intoleran 
guru lebih tingg (50%) dari opini dan intensi-ak-
si intoleran dan radikal (rata-rata 41,4%). 
Namun jika dikontekstualisasikan dengan kon-
disi masyarakat Indonesia yang plural dan kuat-
nya pengaruh guru dalam membentuk sikap 
keberagamaan siswa, jumlah tersebut sungguh 
mengkhawatirkan. Karena sikap yang radikal 
dan intoleran merupakan sebuah pra-kondisi 
sebelum seorang menjadi teroris (Moghaddam, 
2005; Ali-Fauzi, 2011). 

Untuk itu, jika pemahaman keagamaan yang 
demikian diajarkan ke siswa, maka nasib keber-
agaman dan kerukunan menjadi terancam di 
masa yang akan datang. Negara diharapkan 
hadir secara langsung menangani masalah 
sikap intoleran dan radikal di kalangan guru. 
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lan-persoalan sosial. Di sisi lain, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang 
plural dari sisi etnis, budaya, dan agama sehingga menjadi tantangan tersendiri 
bagaimana bangsa Indonesia tetap rukun dan damai di atas perbedaan identitas.

Pengantar

Untuk itu, salah satu instrumen dalam menja-
ga kerukunan dan persatuan bangsa adalah 
melalui institusi pendidikan. Sekolah haruslah 
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erasi bangsa yang dapat menghargai perbe-
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kan Agama Islam (Nasuhi, Makruf, Umam, & 
Darmadi [edt.], 2018), guru agama (Syafruddin, 
Darmadi, Umam, & Ropi, 2018), siswa (PPIM, 
2017), sampai kegiatan ekstrakurikuler (Maarif 
Institute, 2018; PIEC Paramadina, 2018). 

Peran guru dibutuhkan untuk mengonter 
paham-paham keagamaan yang intoleran dan 
radikal yang dapat merusak kerukunan bangsa. 
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Survei PPIM UIN Jakarta 2018 ini hendak men-
jawab pertanyaan: seberapa toleran dan mod-
erat guru sekolah di Indonesia, serta faktor-fak-
tor apa yang berkontribusi pada keberagamaan 
mereka? 

Metode Penelitian

Sikap Keberagamaan 
Guru di Sekolah
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Akar Radikalisme dan 
Intoleransi Guru

Kurangnya interaksi guru dengan pemeluk 
agama lain menjadi alasan mengapa mereka 
cenderung intoleran. Mereka hidup di dalam 
komunitas yang cenderung homogen. Kurang-
nya pengalaman hidup yang beragam ini, teru-
tama dengan non-Muslim, menjadi pemicu 
sikap intoleran dan radikal guru. 

Kurangnya pengalaman hidup guru terhadap 
keberagaman berimplikasi pada pengajaran di 
kelas. Mereka tidak menjadikan dialog atau 
interaksi antar umat beragama menjadi bagian 
penting dalam pendidikan.  Data survei menun-
jukkan bahwa sebanyak 74,92 persen guru 
menyatakan tidak pernah dan/atau kadang-ka-
dang mengajarkan siswa agar mampu berdia-
log dengan orang yang memiliki pemahaman 
keagamaan yang berbeda. Sebanyak 75,94 
persen juga menyatakan tidak pernah dan/atau 
kadang-kadang menekankan agar siswa dapat 
bekerja sama dengan non-Muslim.

a. Keberagamaan Zonder Keragaman

Kemampuan berdialog antar siswa yang memiliki 
pemahaman keagamaan yang berbeda, 
baik sesama muslim atau dengan agama lain.

Kerjasama dengan non-muslim baik individu
atau Lembaga dalam kegiatan sosial.

Temuan survei menunjukkan bahwa pandan-
gan keagamaan yang Islamis menjadi faktor 
krusial yang menyumbang intoleransi dan 
radikalisme guru. Dalam studi Ilmu sosial, 
Islamisme merupakan sebuah pandangan keag-
amaan yang menekankan pada formalisasi 
ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa 
dan negara, serta menyatakan bahwa Islam mer-
upakan agama yang mengatur seluruh aspek 
kehidupan, termasuk: sosial, politik, dan ilmu 
pengetahuan (Roy, 1994). Pandangan keag-
amaan seperti ini cenderung menegasikan 
adanya keragaman sistem nilai lain dalam mas-
yarakat. Sebagai sebuah masyarakat yang plural 
secara agama, etnis, dan budaya, pandangan 
Islamis ini dapat merusak kerukunan antar umat 
beragama.  

Survei memperlihatkan bahwa sebanyak 64 
persen guru memiliki pandangan Islamis. Data 
tersebut menunjukkan bahwa tingginya sikap 
intoleransi dan radikal guru sejalan dengan 
besarnya pandangan Islamis guru di sekolah. 
Salah satu dampak dari pemahaman simplistis 
tentang “Islam yang paling sempurna dan telah 
mencakupi semua bidang kehidupan” adalah 
terbentuknya klaim-klaim merasa paling benar 
dan sikap cenderung menolak yang lainnya. 
Termasuk respons yang negatif terdapat plurali-
tas ide atau gagasan yang sejatinya merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari sikap untuk 
tumbuh dan berkembangnya ilmu pengeta-
huan itu sendiri. Pandangan yang absolutis juga 
dapat membawa dampak rendahnya pener-
imaan terhadap pendapat-pendapat lain yang 
berbeda, baik berlaku terhadap pihak luar 
(external) maupun dalam sesama umat Islam 
sendiri.

b. Pandangan Keberagamaan

Pandangan 
Islamis 
Guru
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40,36%GURU
setuju bahwa Seluruh ilmu
pengetahuan sudah ada dalam
Al Quran sehingga Muslim 

tidak

perlu mempelajari ilmu
pengetahuan yang bersumber
dari Barat.

82,77% GURU
setuju bahwa Islam adalah
satu-satunya solusi untuk
mengatasi segala persoalan
masyarakat.

Dampak negatif lainnya dari pandangan 
Islamis ditandai dengan rendahnya penerimaan 
terhadap sumber-sumber pengetahuan lain 
dan kurang dapat menerima perbedaan penaf-
siran/ pendapat. Sebanyak 40,36 persen guru 
misalnya menyebutkan bahwa seluruh ilmu 
pengetahuan sudah ada dalam Al Quran 
sehingga Muslim tidak perlu mempelajari ilmu 
pengetahuan yang bersumber dari Barat. 
Bahkan 82,77 persen berpendapat bahwa Islam 
adalah satu-satunya solusi untuk mengatasi 
segala persoalan masyarakat. 

Dalam konteks upaya memperkuat institusi 
pendidikan sebagai medium pertukaran gaga-
san yang terbuka dan kompetitif, kecenderun-
gan tertutup pada dinamika perbedaan pen-
dapat serta sumber-sumber pengetahuan lainn-
ya yang berasal dari berbagai penjuru, akan 
menjadi penghalang serius bagi lahirnya gener-
asi cendekia yang bersikap kritis dan terbuka. 
Sebab, anak didik diarahkan untuk memahami 
persoalan lebih secara hitam putih serta sangat 
simplistis. Tidak terkecuali dalam pembentukan 
wawasan keagamaan, sikap tertutup dan 
merasa paling benar hanya akan memproduksi 
sikap serta perilaku keagamaan yang picik dan 
sudah pasti intoleran.

Faktor selanjutnya yang mendorong 
radikalisme guru adalah tingkat kesejahteraan 
guru. Data menunjukkan bahwa semakin 
rendah penghasilan mereka, maka semakin 
tinggi opini dan intensi-aksi radikal mereka. 
Data ini menunjukkan bahwa guru dengan pen-
dapatan rendah lebih rentan terpapar oleh 
ide-ide keagamaan radikal. 

Tingkat penghasilan atau kesejahteraan guru 
tidaklah terlepas dari status kepegawaian 
mereka. Guru yang berstatus sebagai Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) cenderung lebih moderat 
daripada guru honorer. Fakta ini menunjukkan 
bahwa peran negara dalam memberikan kese-
jahteraan guru menjadi penting. Dengan mem-
berikan perhatian terhadap penghasilan guru 
honorer, kedekatan psikologis (a�ection) dan 
kepercayaan (trust) guru terhadap pemerintah 
menjadi menguat. Kondisi tersebut sejatinya 
dapat menangkal guru dari ide-ide radikal, 
mengganti sistem, yang umumnya disebabkan 
oleh perasaan ketidakadilan (feeling injustice). 

c. Kesejahteraan Guru

Penghasilan
1.000.000 : 26,97%

1.000.000-2.500.000 : 25,27%

2.500.000-5.000.000 : 33,09%

5.000-000-7.500.000 : 10,33%
7.500.000 : 4,34%

*Rupiah
≥

≤

Jika masalah ini tidak segera direspons, dapat 
mendorong guru non-PNS bisa menjadi radikal. 
Menyelesaikan isu kesejahteraan menyum-
bang penyelesaian isu radikalisme.
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guru lebih tingg (50%) dari opini dan intensi-ak-
si intoleran dan radikal (rata-rata 41,4%). 
Namun jika dikontekstualisasikan dengan kon-
disi masyarakat Indonesia yang plural dan kuat-
nya pengaruh guru dalam membentuk sikap 
keberagamaan siswa, jumlah tersebut sungguh 
mengkhawatirkan. Karena sikap yang radikal 
dan intoleran merupakan sebuah pra-kondisi 
sebelum seorang menjadi teroris (Moghaddam, 
2005; Ali-Fauzi, 2011). 

Untuk itu, jika pemahaman keagamaan yang 
demikian diajarkan ke siswa, maka nasib keber-
agaman dan kerukunan menjadi terancam di 
masa yang akan datang. Negara diharapkan 
hadir secara langsung menangani masalah 
sikap intoleran dan radikal di kalangan guru. 

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat 
(PPIM) UIN Jakarta merupakan lembaga pene-
litian otonom di bawah Universitas Islam 
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. PPIM 
UIN Jakarta didirikan pada tahun 1994 dan 
secara berkesinambungan melakukan peneli-
tian, advokasi dan publikasi dalam isu-isu 
kehidupan dan pendidikan keagamaan di 
Indonesia.

Bersama UNDP Indonesia, PPIM UIN Jakarta 
sejak tahun 2017 melakukan program Coun-
tering Violent Extremism for Youth (CONVEY) 
Indonesia, sebuah program yang bertujuan 
membangun perdamaian di Indonesia berba-
sis pada potensi pendidikan agama dengan 
menyentuh isu-isu toleransi, kebinekaan dan 
kekerasan di kalangan generasi muda. Selain 
itu, sejak berdirinya sampai saat ini, PPIM UIN 
Jakarta juga menerbitkan Jurnal Studia Islami-
ka, sebuah jurnal bereputasi internasional 
yang berfokus pada kajian Islam di Indonesia 
dan Asia Tenggara.

Pro�l PPIM UIN Jakarta
1. Penguatan wawasan moderat untuk 

guru di lingkungan sekolah. Termasuk di 
dalamnya penanaman dan penguatan 
nilai-nilai universal Islam yang rahmatan lil 
alamin  kepada para guru. Penguatan ini bisa 
dilakukan melalui pendidikan guru di LPTK 
(Lembaga Lembaga Pendidikan Tenaga Kegu-
ruan), PPG (Pendidikan Profesi Guru), dan pela-
tihan guru.

2. Meningkatkan keterlibatan guru dalam 
program-program yang bersifat multikultur-
al/multi-agama. Program ini bertujuan memu-
puk saling pengertian, rasa solidaritas bersa-
ma dan mengurangi rasa saling curiga.  

3. Meningkatkan kesejahteraan guru. 
Terutama kepada mereka yang statusnya 
sebagai guru honorer. Kebijakan ini penting 
untuk memastikan kedekatan psikologis 
(a�ection) dan kepercayaan (trust) mereka 
terhadap negara, sekaligus bisa menjadi ben-
teng dalam menangkal ide-ide keagamaan 
radikal yang mereka terima.
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